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BABI

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Perkembanganzamantelahmenunjukkankemajuandalam bidang

teknologidaninformasiyangpesatdancanggih,sehinggamengakibatkan

munculnya berbagaifasilitas dan kemudahan bagipara pengguna

teknologidaninformasi,yangmampumengintegrasikansemuamedia

informasidanmenunjangkegiatanperekonomiansecaradigital.Berbagai

mediateknologidaninformasi,salahsatunyaadalahmediakomputer,

menjadisalahsatufasilitasyangmemudahkandanmenunjangsegala

kegiatan manusia dengan kemampuannya untuk mengakses jaringan

publik serta melakukanpertukarandatadaninformasidenganmudah.

Halinimenjadipendorong bagimanusia untuk melakukan berbagai

kegiatanbaikdalam kegiatantransaksielektronik,kontrakelektronik,surat

-menyuratelektronik,perdaganganelektronikdanlainsebagainya.

Pemanfaatan dalam aspek teknologi informasi, media, dan

komunikasitelahmengubahbaikperilakumasyarakatmaupunperadaban

manusia secara keseluruhan.Perkembangan teknologiinformasidan

komunikasijugamenyebabkanhubungankomunikasibaikjarakdekat,

ataupunjarakjauhmenjaditanpabatas(borderless),sertamenyebabkan

perubahansosial,ekonomi,budaya,dangayahidupsecarasignifikanyang

berlangsung sedemikian cepat yang juga berpengaruh pada
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perkembanganhukum secaraglobal.

Seiring kemajuan bidang teknologidan informasisaatini,dapat

dikatakandampakyangditimbulkanlayaknyapedangbermatadua,karena

kemajuaninidalam prakteknyadapatdimanfaatkansecarapositifdan

jugabisamenimbulkandampaknegatif.Penggunaanteknologiinformasi

secara positif akan memberikan kontribusi dalam perkembangan

perekonomian,kemudahan,sertakemajuandengancepatdemiperubahan

peradaban manusia yang lebih baik. Jika masyarakat dapat

memanfaatkanmediainformasisecarabijak,tentuakanmendatangkan

keuntungandankemudahan.Lainhalnyajikamediainformasidigunakan

sebagaisarana dalam melancarkan pelanggaran atau kejahatan yang

bertentangandenganhukum.

Darisudutpandang positif,kemajuan teknologiinformasidapat

dimanfaatkandenganbaik,salahsatunyadenganberkembangnyafitur

transaksielektronik dengan media internet.Dengan adanya transaksi

elektronik, dapat memudahkan manusia dalam menyelenggarakan

kegiatan perekonomian,berkembang darikegiatan transaksisecara

kovensional,kemudian beralih dengan menggunakan media transaksi

elektronikyanglebihpraktis.

Sudahmenjadifakta,bahwasebelum teknologiinformasiberkembang

menjadisepesatsekarangini,kegiatanperniagaanatauperdaganganyang

dilakukanolehmasyarakatmasihhanyaterbatasdengancaraperniagaan

konvensional.Akantetapi,padaperubahankemajuanteknologiinformasi,
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kegiatanjual-belipunbisadilakukantidakhanyasecarakonvensional

tetapijugabisadilakukanmelaluiduniamaya(cyberspace)dengancara

transaksionlineataue-commercedidukungfasilitasinternet.Perubahan

pun terjadidariparadigma konvensionaltersebutmenjadiparadigma

elektronik,dimanamediakertas(paperbased)menjadimediaelektronik

(paperlessbased).1

ErabaruduniabisnisIndonesiasaatinisedangmemasukierae-

commerce atau e-business atau transaksi elektronik. E-business

tampaknya merupakan genus darie-commerce.E-commerce masih

terbataspada transaksidagang saja,maka untuk e-businesssudah

menjangkaupadasasaranlebihluaslagi.Objeknyasudahmenyangkut

banyakjenisbarangkomoditisepertibuku,CD,DVD,pakaian,danlain

sebagainya.Bahkanbagiduniailmupengetahuan,sebagaicontoh,E-book

atau buku elektronik sudah menjadi prospek yang sangat pesat

perkembangannya,bisnis buku offline akan digantikan dengan model

online.2

Denganperkembangansebagaimanadikemukakandiatas,jikadikaji

dalam aspekhukum,transaksielektroniktentutidakdapatdipisahkandari

adanyaaspekhukum keperdataan,khususnyadalam hukum perikatan.

Dimana dalam melakukan perbuatan hukum,dalam haliniadalah

transaksielektronik.Makatimbullahsuatuhubunganhukum diantara

1RosaAgustina,KontrakElektronik(E-Contract)dalam Sistem Hukum Indonesia,Jurnal
GloriaJuris,Volume8,Nomor1,Januari-April2008,hlm.4.
2NindyoPramono,RevolusiDuniaBisnisIndonesiaMelaluiE-CommercedanE-Business:
BagaimanaSolusiHukumnya,JurnalHukum IusQuiaIustum,Volume8,Nomor16,Maret
2001,hlm.1.
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para subjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam suatu transaksi

elektronik,yang tertuang dalam suatu perikatan atau perjanjian yang

dibutuhkanolehparapihak.Perjanjianinilahakantimbulsuatuhubungan

hukum antaraduaorangataulebihtersebutyangdinamakanperikatan.3

Hubungan hukum yangdimaksuditu sendiriadalah terdapatnya hak,

yangmanadikeduabelah pihakterdapatkewajibanyangberhubungan

denganhaktersebut.4

Berbicaramengenaiistilah“transaksi”,padaumumnyaorang-orang

akanmengatakan bahwa haltersebutadalahperjanjianjualbeliantara

parapihakyangbersepakatuntukitu.Dalam lingkuphukum,sebenarnya

istilahtransaksiadalahkeberadaansuatuperikatanataupunhubungan

hukum yangterjadiantaraparapihak.Jadi, jika berbicara mengenai

transaksi sebenarnya adalahberbicaraaspekmateriildarihubungan

hukum yangdisepakatiolehparapihaksebagaimanatercantum pada

Pasal1338KUHPerdatajuncto1320KUHPerdata.5

Berkembangnyamediateknologidan informasi,tentu memerlukan

adanyasuatupengaturanhukum yangmempunyaikepastianhukum yang

dituangkandalam suatuperaturanperundang-undangan,permasalahan

yangperludiantisipasidalam pelaksanaantransaksielektronikataue-

commerceantaralainmengenaikeabsahankontrakdalam e-commerce

(online-contract/e-contract)sertakekuatanpembuktiankontraktersebut

3Subekti,Hukum Perjanjian,Intermasa,Jakarta,1990,hlm.1.
4L.J.VanApeldoorn,PengantarIlmuHukum,PT.BalaiPustaka,Jakarta,2015,hlm.43.
5 EdmonMakarim,KompilasiHukum Telematika,PT.RajaGrafindoPersada,Jakarta,
2004,hlm.222.
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apabilaterjadisengketa.Untukmengatasimasalahtersebut,beberapa

negaratelahmembuataturanhukum yangberkaitandengane-commerce.

MisalnyaMalaysiadenganMalaysiaDigitalSignatureAct1997,Filipina

denganPhilippinesE-commerceActNo.8792yangdiundangkanpada

tahun2000,SingapuradenganTheElectronicAct1998,danAmerika

denganElectronicSignaturesinGlobalandNationalCommerceAct(E-

SignAct)yangberlakuefektifmulaitanggal1Oktober2000.6

Dilatarbelakangiolehberbagaidorongandalam rangkapembangunan

nasional,kemajuanteknologidansebagaibentukperlindunganhukum

yangdiaturolehpemerintah.Indonesiasaatinitelahmemilikiperaturan

hukum yang mengatur masalah mengenai transaksi elektronik.

Diundangkan secara resmi di Jakarta, 21 April 2008, Indonesia

mengesahkanaturanhukum dibidangteknologiinformasiyaitudengan

Undang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasidanTransaksi

Elektronik,yang sebagaimanasekarang mengalami telah perubahan

menjadiUndang-UndangNomor19Tahun2016.

PengaturanmengenaitransaksielektroniksudahdiakuidiIndonesia,

dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor11 Tahun 2008

tentangInformasidanTransaksiElektronikyangmasihberlaku,dalam

ketentuanumum,salahsatunyamengaturtentangtransaksielektronik,

sebagaimanatercantum padaPasal1angka2yangberbunyi:

2.TransaksiElektronikadalahperbuatanhukum yangdilakukandengan

6 Dikdik M.AriefMansurdan Elisatris Gultom,Cyberlaw:Aspek Hukum Teknologi
Informasi,Cetakanke-1,PT.RefikaAditama,Bandung,2005,hlm.172.
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menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

elektroniklainnya.7

DikuatkandenganPasal18ayat(1)Undang-UndangNomor11Tahun

2008 tentang Informasidan TransaksiElektronik,yang menyebutkan

bahwa:

Pasal18

(1)TransaksiElektronikyangdituangkankedalam KontrakElektronik

mengikatparapihak.8

Sepertiyangpenulisjabarkandiawal,dalam transaksielektroniktentu

mengandunghubunganhukum diantaraparapihakyangmengikatkan

dirinyadalam membuatperjanjian.Olehkarenaitu,kedudukantransaksi

elektroniktidakterlepasdariadanyaKontrakElektronikyangmengikat

parapihak,sebagaimanaperwujudannyatadalam pengikatandiriberupa

kontrakelektronikyang dibuatmelaluisistem elektronik,yang secara

yuridistercantum pada Pasal1 angka 17 Undang-Undang Nomor11

Tahun2008TentangInformasidanTransaksiElektronikyangberbunyi,

“Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuatmelalui

sistem elektronik”.Yangselanjutnyakontraktersebutdituangkandalam

dokumenelektronik.

Berkembangnya zaman telah membuktikan bahwa transaksi

7 LihatPasal1angka2Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor11Tahun2008
tentangInformasidanTransaksiElektronik
8 LihatPasal18ayat(1)Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor11Tahun2008
tentangInformasidanTransaksiElektronik
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elektronikmerupakanhalyangbarudanmemilikiakibathukum secara

meluas,salahsatunyadalam sektorperlindunganhukum bagiparapihak

yang membuat perikatan melalui transaksi elektronik tersebut.

Perlindungan bagisubjek hukum yang mengikatkan dirinya dalam

transaksielektronikmerupakanhalpreventifyangcukuppenting,dimana

diperlukannya perlindungan serta pembuktian berkekuatan hukum

sebagaimanadikemudianharijikaterjadisengketaakanmemudahkan

dalam halpembuktian.

Jika dilihatdarisisiperlindungan hukum dan pembuktian dalam

perikatan,tentu tidakakan terlepasdariadanya pajakdokumen atau

istilahlainnyaadalahbeameterai.Sifatdaribeameteraiinisendiriadalah

pajaktidaklangsungyangdapatdigunakansebagaibuktidarikeadaan,

perbuatan,atauperistiwadibidanghukum perdata,olehpemegangnya.9

MerujukpadaUndang-UndangNomor13Tahun1985tentangBea

Meterai,Pasal1ayat(1)yangmenyebutkanbahwa“(1)DengannamaBea

Meteraidikenakan pajak atas dokumen yang disebutdalam Undang-

Undangini”.JunctoPasal1ayat(2)hurufayangmenyebutkanbahwa,

“Dalam Undang-Undanginiyangdimaksuddengan:a.Dokumenadalah

kertasyangberisikantulisanyangmengandungartidanmaksudtentang

perbuatan,keadaanataukenyataanbagiseseorangdan/ataupihak-pihak

yangberkepentingan”

Berkacapadaperkembanganteknologisebagaimanadipaparkandi

9RochmatSoemitro,AturanBeaMeterai,PT.Eresco,Bandung,1988,hlm.1.
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awal,maka dipandang perlu memberikan perlindungan hukum pada

transaksielektronik dengan mengekstensifikasikan penafsiran yang

terdapatpadaUndang-UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeterai

padaPasal1ayat(2)hurufayangberbunyi“Dokumenadalahkertas…”,

tentusudahtidakrelevandengankemajuanteknologidaninformasidalam

memberikankekuatanhukum danmelihatkesempatanyangadadalam

rangka pemungutan pajak tidak langsung yang dapatberguna bagi

pembiayaandanpemasukanperpajakanbaginegara.

Undang-UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeterai,belum

mengaturpemberianmeteraipadatransaksielektroniksecararedaksional.

Halinimenyebabkankekosonganhukum dalam pemberianmeteraipada

transaksielektronik.DihubungkandenganPasal2ayat(1)Undang-Undang

Nomor13Tahun1985tentangBeaMeteraiyangberbunyi:

Pasal2

(1)DikenakanBeaMeteraiatasdokumenyangberbentuk:

a.Suratperjanjiandansurat-suratlainnyayangdibuatdengantujuan

untukdigunakan sebagaialatpembuktian mengenaiperbuatan,

kenyataan,ataukeadaanyangbersifatperdata;

b.Akta-aktanotaristermasuksalinannya;

c.Akta-aktayangdibuatolehPejabatPembuatAktaTanahtermasuk

rangkap-rangkapnya;

d.SuratyangmemuatjumlahuanglebihdariRp.1.000.000(satujuta

rupiah);

1)Yangmenyebutkanpenerimaanuang

2)Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang

dalam rekeningdibank;

3)YangberisipemberitahuansaldorekeningdiBank;
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4)Yang berisipengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau

sebagiannyatelahdilunasiataudiperhitungkan;

e.Suratberhargasepertiwesel,promes,aksep,dancekyangharga

nominalnyalebihdariRp.1.000.000,-(satujutarupiah);

f. Efekdengannamadandalam bentukapapun,sepanjangharga

nominalnyalebihdariRp.1.000.000,-(satujutarupiah).10

BerdasarkanbunyiPasaldiatas,makasuratperjanjiandansurat-surat

lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagaialat

pembuktianmengenaiperbuatan,kenyataan,ataukeadaanyangbersifat

perdataharusdikenakanbeameterai,dandapatmenyentuhkepadae-

receiptyangdalam halinisuratyangmemuatjumlahuang(kwitansi).11

Akan tetapidalam Pasaldiatas tidak mengatursecara redaksional

perbuatan keperdataan mengenaitransaksielektronik yang ada di

Indonesia,halinimerupakanhalyangpenting,mengingathukum haruslah

mengikutiperkembanganyangterjadidimasyarakat,khususnyadalam

hukum perpajakan dalam fungsinya bea meteraiadalah memberikan

kekuatanhukum dalam perikatankeperdataan.

Urgensipengenaan bea meteraiatas transaksielektronik inipun

memilikisisipembuktiankeperdataansebagaimanatercantum padaPasal

11ayat(1)Undang-UndangNomor13Tahun1945tentangBeaMeterai,

yangberbunyi:

10 LihatPasal2ayat(1)Undang-UndangRepublikIndonesiaNomor13Tahun1985
tentangBeaMeterai
11 HasilwawancaradenganBapakAdriansyahselakuKepalaSeksiPengawasandan
KonsultasiIVdiKantorPelayananPajakPratamaBandungCicadasyangberalamatdi
JalanSoekarnoHattanomor781Bandung,padatanggal28November2017pukul9.00
WIB.
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Pasal11

1) PejabatPemerintah,hakim,panitera,jurusita,notaris,dan pejabat

umum lainnya,masing-masing dalam tugasatau jabatannya tidak

dibenarkan:

a.Menerima,mempertimbangkan,atau menyimpan dokumen yang

BeaMeterainyatidakataukurangdibayar;

b.Melekatkan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang

dibayarsesuaidengantarifnyapadadokumenlainyangberkaitan;

c.Membuatsalinan,tembusan,rangkapan,ataupetikandaridokumen

yangbeameterainyatidakataukurangdibayar;

d.Memberikanketeranganataucatatanpadadokumenyangtidak

ataukurangdibayarsesuaidengantarifbeameterainya;12

Dijelaskan padaPasal1hurufdPeraturanPemerintahNomor24

Tahun2000tentang PerubahanTarif BeaMeteraiDanBesarnyaBatas

Pengenaan Harga NominalYang Dikenakan Bea Meteraiyang juga

merupakanperaturanpelaksanadariUndang-UndangNomor13Tahun

1985tentangBeaMeterai,yangberbunyi:

d.Suratyangmemuatjumlahuang,yaitu:

1)Yangmenyebutkanpenerimaanuang;

2)Yangmenyatakanpembukuanuangataupenyimpananuangdalam

rekeningdibank;

3)Yangberisipemberitahuansaldorekeningdibank;

4)Yang berisipengakuan bahwa hutang uang seluruhnya atau

sebagiannyatelahdilunasiataudiperhitungkan.13

Diaturlebihlanjutjugatentangbesaranbiayapengenaanbeameterai

12LihatPasal11ayat(1)Undang-UndangNomor13Tahun1945tentangBeaMeterai
13LihatPasal1hurufdPeraturanPemerintahNomor24Tahun2000tentangPerubahan
TarifBeaMeteraiDanBesarnyaBatasPengenaanHargaNominalYangDikenakanBea
Meterai
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olehPasal2ayat(2)PeraturanPemerintahNomor24Tahun2000tentang

Perubahan TarifBea MeteraiDan Besarnya Batas Pengenaan Harga

NominalYangDikenakanBeaMeteraiyangberbunyi:

(2)DokumensebagaimanadimaksudpadaPasal1hurufddanhurufe:

a. YangmempunyaiharganominalsampaidenganRp.250.000,00(dua

ratuslimapuluhriburupiah),tidakdikenakanBeaMeterai;

b. YangmempunyaiharganominallebihdariRp.250.000,00(duaratus

limapuluhriburupiah)sampaidenganRp.1.000.000,00(satujuta

rupiah),dikenakanBeaMeteraidengantarifsebesarRp.3.000,00(tiga

riburupiah);

c. Yang mempunyaiharganominallebih dariRp.1.000.000,00 (satu

jutarupiah),dikenakanBeaMeteraidengantarifsebesarRp.6.000,00

(enam riburupiah).14

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan diatas,maka

diperlukanlahsuatupembaharuanhukum melaluipengenaanbeameterai

atastransaksielektronikdiIndonesia.Demimenunjangsegalaperaturan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

sebagaimana telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang

Nomor19Tahun2016tentangInformasidanTransaksiElektronik.

Undang-UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeteraisejatinya

telah menentukan objekbea meteraidan dipertegasdalam peraturan

pelaksananyadalam PeraturanPemerintahNomor24Tahun2000tentang

PerubahanTarifTarifBeaMeteraiDanBesarnyaBatasPengenaanHarga

14LihatPasal2ayat(2)PeraturanPemerintahNomor24Tahun2000tentangPerubahan
TarifBeaMeteraiDanBesarnyaBatasPengenaanHargaNominalYangDikenakanBea
Meterai
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Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, tetapi pada kenyataannya

ketentuan pada Perundang-Undangan Bea Meterai belum mampu

mengakomodirtentangpemeteraiantransaksielektronikyangurgensinya

adalahpertama,untukpemasukkankeuangannegaramelaluipajaktidak

langsung,kedua,untukkepentinganperlindunganhukum perjanjiandemi

pembuktiandimukapengadilan,danketigaadalahuntukpembaharuan

danpembangunanhukum perpajakandiIndonesia.

Berangkatpadafaktorpendorongsosiologis,Jikakitamelihatrealita

sertapotensidalam transaksimaupunkontrakelektronik.Saatiniruang

lingkupinternettelahmencakuphampirseluruhdunia.Padatahun1998,

diperkirakanterdapatlebihdariseratusjutaorangyangmenggunakan

internetdanpadatahun1999jumlahtersebuttelahmencapaiduakali

lipat.DataMonitormemperkirakanpadatahun2005lebihdari300juta

orang.15Padatahun2017laporanTetraPakIndex2017,mencatatkanada

sekitar132jutapenggunainternetdiIndonesia.16 Sedangkandilansirdari

laman id.techinasia per 26 Januari 2017, We Are Social pun

mencantumkandataterkaitperkembanganelektronikdiberbagainegara.

DaridatayangmerekaambildariStatista,jumlahpenggunainternetyang

berbelanjasecaraonlineditanahairdisebut-sebuttelahmencapai24,74

juta orang. Selama setahun terakhir, para pengguna tersebut

menghabiskanuangsebesarUS$5,6miliar(sekitarRp74,6triliun)untuk

15 AsrilSitompul,Hukum Internet(PengenalMengenaiMasalahHukum diCyberspace),
PT.CitraAdityaBakti,Bandung,2004,hlm.6.
16Yudhianto,132JutaPenggunaInternetIndonesia,40%PenggilaMedsos,diaksesdari
https://inet.detik.com/cyberlife/d-3659956/132-juta-pengguna-internet-indonesia-40-
penggila-medsos,padatanggal9November2017,pukul19.30WIB.
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berbelanjadiberbagaielektronik.17 Jikajumlahpenggunainternetyang

berbelanjaonlinemencapai24,74 jutaorang,makapemerintah dapat

pemasukanyangberasaldariBeaMeterai3000sajasekitarlebihdariRp

74,2 miliar.Ke semuanya inidiasumsikan apabila semua pengguna

internetdikenakan meterai3000 dalam setiap transaksinya,apabila

dikalkulasimakapemerintahakanmendapatkanpemasukandarisektor

pajakyangberasaldariBeaMeteraiatastransaksielektronikberjumlah

sebesarlebihdariRp.74,2miliar.Tentuhaliniakanmenjadipemasukkan

yangbesarbagipemerintahsebagaipengeloladanapajak.

Namunpadakenyataannya,menurutKepalaSeksiPengawasandan

KonsultasiIV Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas,

Adriansyah.Permasalahannya adalah pengenaan bea meteraiatas

transaksidankontrakelektronikbelum bisadikenakandiIndonesiakarena

belum terbaharuinya aturan yang mengaturnya yakniUndang-Undang

Nomor13Tahun1985tentangbeameterai,padahaldalam isiUndang-

undangnyatelahmencantumkanobjekbeameteraiakantetapibelum

diekstensifikasikepadatransaksielektronik.18

DiperkuatdenganbuktitransaksielektronikolehMuhammadHafizh

Siregarselaku konsumen/pembelidalam transaksielektronik,dalam

pembelianFujiBC-65NChargerforNP-95melaluibukalapak.com.Dengan

17 AdityaHadiPratama, PerkembanganPenggunaInternetdiIndonesiaTahun2016
Terbesar di Dunia, diakses dari https://id.techinasia.com/pertumbuhan-pengguna-
internet-di-indonesia-tahun-2016,padatanggal9November2017,pukul19.40WIB.
18 HasilwawancaradenganBapakAdriansyahselakuKepalaSeksiPengawasandan
KonsultasiIVdiKantorPelayananPajakPratamaBandungCicadasyangberalamatdi
JalanSoekarnoHattanomor781Bandung,padatanggal28November2017pukul9.00
WIB.
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rincianhargatotalbelanjayakniRp250.000,-,biayakurirRp11.000,-,biaya

asuransiRp 5.500,-.Dengan disertaipemotongan harga sebesarRp

11.400,sehinggatotaltransaksielektronikiniberjumlahRp255.100,-.

BerdasarkanketentuanPasal2ayat(2)hurufbPeraturanPemerintah

Nomor24Tahun2000tentangPerubahanTarifBeaMeteraidanBesarnya

BatasPengenaanHargaNominalyangDikenakanBeaMeterai,bahwa

objekbeameteraiyangmempunyaiharganominallebihdariRp250.000,-

sampaidengan Rp 1.000.000,-,dikenakan bea meteraidengan tarif

sebesarRp3.000,-.Akantetapipadakenyataannya,daridaftarrincian

hargatransaksidiatas,tidakmenyebutkandantidakadanyapengenaan

tarifbeameterai.19

Berdasarkanuraianlatarbelakangyangtelahdiuraikandiatasmenjadi

dasardalam pengkajiansecarayuridis-normatif,Penulisdalam penelitian

initertarik untuk meneliti“Pengenaan Bea MeteraiAtas Transaski

ElektronikDihubungkanDenganUndang-UndangNomor13Tahun1985

TentangBeaMeterai”.

B. RumusanMasalah

Mengacupadalatarbelakangdiatas,makapembahasanpenelitianini

bertumpupadarumusanmasalahsebagaiberikut:

1. Bagaimanakeabsahantransaksielektronikmenuruthukum perikatan

dikaitkandenganurgensipengenaanbeameterai?

19HasilwawancaradenganMuhammadHafizhSiregarselakukonsumen/pembelidalam
transaksielektronikmelaluibukalapak.com diCibiru,Bandung,padatanggal6Desember
2017pukul13.00WIB.
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2. Bagaimana hambatan hukum dalam penerapan pengenaan bea

meteraiatas transaksielektronik dihubungkan dengan Undang-

UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeterai?

C. TujuanPenelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas tentunya ada tujuan

yanghendakdicapaiolehpenulisdalam melakukanpenelitianini.Adapun

tujuanyanghendakdicapaipenulisdalam penelitianiniadalah:

1. Untukmengetahuikeabsahan transaksielektronikmenuruthukum

perikatandikaitkandenganpengenaanbeameterai.

2. Untukmengetahuihambatanhukum dalam penerapanpengenaanbea

meteraiatas transaksielektronik dihubungkan dengan Undang-

UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeterai.
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D. KegunaanPenelitian

Diharapkan hasilpenelitian inimempunyaikegunaan baik secara

teoritismaupunsecarapraktissebagaiberikutyaitu:

1. SecaraTeoritis

Untuk memberikan pemikiran secara ilmiah dalam rangka

mengembangkanpengetahuandibidangIlmuHukum padaumumnya,dan

Hukum Pajakpadakhususnya.

a. Hasilpenelitianinidiharapkanakanbermanfaatdalam memberikan

kontribusibagipengetahuandanwawasantentangbeameteraidan

transaksielektronik.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk

memberikanmasukanbagiilmupengetahuankhususnyaIlmuHukum

dalam pembaharuan hukum perpajakan di Indonesia dalam

pengenaanbeameteraiatastransaksielektronik.

c. Hasilpenelitian inisebagaimasukan bahan perkuliahan,agar

bertambahnya pengetahuan mahasiswa tentang perpajakan bea

meteraidantransaksielektronik.

2. SecaraPraktis

Untuk memberikan pengetahuan secara praktis dalam rangka

mengembangkanIlmuHukum padaumumnyadanHukum Pajakpada

khususnya.

a. Hasilpenelitian iniakan berguna dalam memberikan jawaban
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terhadap masalah yang sedang ditelitidalam rangka mewujudkan

kepastianhukum pengaturanbeameteraidalam transaksielektronik.

b. Diharapkanagarpenelitianinidapatmenjadisumberinformasidan

referensibagiinstansiyangterkaitsepertiDirektoratJenderalPajak

dalam lingkunganKementerianKeuanganRepublikIndonesiaataupun

lembagalainyangterkaitdalam pelaksanaanpajakbeameteraiatau

transaksielektronik.

E. KerangkaPemikiran

Perikatan merupakan hubungan hukum dalam lapangan harta

kekayaanantaraduaataulebihpihak,yaituhubunganhukum tersebut

melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibatdalam

hubunganhukum.20BegitupulayangdikatakanC.Asser,menurutnyaciri

utama perikatan adalah hubungan hukum antara para pihak yang

menimbulkanhak(prestasi)dankewajiban(kontraprestasi)yangsaling

dipertukarkan oleh para pihak.21 Dengan demikian,perikatan dapat

diartikansebagaihalyangmengikatsubjekhukum yangsatudengan

subjekhukum lainnyayangdapatberupaperbuatanmisalnyajual-beli,

utang-piutang,sewa-menyewa,danlainnya.

Walaupun ditinjau darisisibentuk perjanjian,perjanjian dapat

dibedakanmenjadiduamacam,yaituperjanjiantertulisdanperjanjian

tidak tertulis (lisan).Sebagaibentuk preventif,para pihak biasanya

20K.Muljadi,G.Widjaja,PerikatanyangLahirdariPerjanjian,RajawaliPers,Jakarta,2002,
hlm.1.
21C.Asser,PengkajianHukum PerdataBelanda,DianRakyat,Jakarta,2002,hlm.5.
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memilih untuk menggunakan bentuk perjanjian tertulis dibandingkan

perjanjian tidak tertulis (lisan)agarjika dikemudian hari,jika terjadi

sengketa,perjanjiansecaratertulisdapatmemberikankepastianhukum

bagiparapihakdansebagaialatbuktiyangsemupurna.Parapihakyang

melakukankesepakatanbiasanyadilakukandegnanaktadibawahtangan

ataupunaktaautentik.22

Sebagaimana perkembangan teknologiinformasipada saat ini,

umumnyamasyarakatmembuatperjanjiantidakhanyamelaluiperjanjian

secaratertulisdenganberbasiskertas(paper-based)akantetapimulai

munculkontrakatau perikatan yang dibuatsecara elektronik,dengan

harapan dapatmempercepatwaktu dalam pembuatan perjanjian dan

menghematbiaya.

Dalam pelaksanaannya,praktekpembuatanperjanjianmelaluimedia

elektronikdenganmenggunakanfasilitasduniamaya(cyberspace)telah

diaturmelaluiperaturanperundang-undangandiIndonesia,yaknidengan

diterbitkannyaUndang-UndangNomor11Tahun2008tentangInformasi

dan TransaksiElektronik sebagaimana telah mengalamiperubahan

menjadiUndang-UndangNomor19Tahun2016.

Dalam Undang-UndangNomor11Tahun2008TentangInformasidan

TransaksiElektronikPasal1angka2yangberbunyi:

2. TransaksiElektronikadalahperbuatanhukum yangdilakukandengan

menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media

22 Ahmad Miru,Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak,Raja Grafindo Persada,
Jakarta,2010,hlm.14.
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elektroniklainnya.

Sebagaimanaamanatdalam Pasal18ayat(1)Undang-UndangNomor

11 Tahun 2008 tentang Informasidan TransaksiElektronik,bahwa

transaksiyangdituangkankedalam kontrakelektronikmengikatpara

pihak.

Untukmembantupenulisdalam menelitipermasalahanyangterjadi,

makamunculbeberapateoriyangmendukungpenelitianini,yaitusebagai

berikut:

1. AsasKebebasanBerkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah setiap orang bebas membuat

perjanjian yang terdapatdalam Undang-Undang yang dikenalsebagai

perjanjianbernamadanperjanjianyangtidakdiaturdalam Undang-Undang

atau innominaat.Kata “kontrak”,dalam asas kebebasan berkontrak

mempunyaipengertianyanglebihsempitkarenaditujukanpadaperjanjian

ataupersetujuandalam bentuktertulis.Dengandemikian,asaskebebasan

berkontrakadalahasasyangmemberikankebebasankepadaparapihak

untuk:23

1) Membuatatautidakmembuatperjanjian

2) Mengadakanperjanjiandengansiapapun

3) Menentukanisiperjanjian,pelaksanaan,danpersyaratannya

4) Menentukanbentukperjanjian.

Hubungannya dengan penelitian ini,asas inimendukung analisis

23 Salim M.S.,Hukum Kontrak:TeoridanTeknikPenyusunanKontrak,SinarGrafika,
Jakarta,2008,hlm.10.
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dalam rangkaprosespembentukanperjanjian,yangdalam haliniadalah

transaksielektronikdenganberdasarkanasaskebebasanberkontrakyang

dianutolehbukuIIIKUHPerdata.

2. TeoriAsuransiPerpajakan

Menurutteoriini,bahwa negara wajib melindungirakyatnya dari

segalakepentingan,diantaranyakeselamatandankeamanan,baikjiwa

maupunragatermasukhartabendanya,makauntukperlindungantersebut,

negara berfungsiibaratperusahaan asuransi.Dengan demikian dapat

dikatakan,bahwadalam asuransidiharuskanmembayarpremi,sedangkan

dalam bentuknegaradiharuskanmembayarpajak.24

Begitupuladenganbeameterai,denganparapihakatausubjekpajak

yangberkepentingandengandokumenyangiapegangsebagaibentuk

pembuktian dari perbuatan hukum bidang keperdataan membayar

besaran bea meteraiyang telah ditentukan,pemerintah memberikan

pengesahansecarasahdokumenyangiapegangsebagaipembuktian

yangsahdimukaPengadilan.

3. TeoriKewajibanPajakMutlak

Teoriinibertitiktolakdariasasnegara yang menyatakan,bahwa

negara mempunyaihak mutlak untuk memungutpajak.MenurutR.

Santoso Brotodihardjo,bahwa teoriinimenganutpaham “Organische

24 NandangNajmudin,ParadigmaBaruHukum PerpajakanIndonesia,DeltaTeknologi,
Bandung,2012,hlm.61.
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Staatsleer”,yang mengajarkan,bahwajustrukarenasifatinilah,maka

timbullahhakmutlakuntukmemungutpajak.MenurutAndriani,bahwa

teoriinimenitikberatkanpadaindividuataunegarasertadasarhukum

pajakterletakdalam hubunganrakyatdengannegara,yangmemungut

pajakdaripadanya.25

F. Langkah-LangkahPenelitian

1. MetodePenelitian

Penelitianhukum padadasarnyaadalahsuatuprosessistematisdan

terencanauntukmenemukanaturan-aturanhukum,prinsip-prinsiphukum

sertadoktrin-doktrinhukum gunamenjawabisuhukum yangdihadapi

secara kontekstual.Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

argumentasisecararasional,teoriatau konsep barusebagaipreskripsi

dalam menyelesaikanmasalahyangdihadapi.26

Untukmenjaminkebenarandanpertanggungjawabanilmiahdalam

penelitian ini,maka aspek epistemologi(darikegiatan penelitian ini)

mutlak diperlukan. Aspek epistemologi yang dimaksud adalah

mempersoalkan dengan cara bagaimana penelitian mendapatkan

pengetahuandarimasalahyangditeliti.27Aspekinirelevandenganmetode

yang dipakaiuntukmengkajipokok-pokokpermasalahan yang ada di

dalam kajianini.Dengandemikian,metodependekatanyangdigunakan

25SindianJajadiningrat,PajakdanKeadilam,UsahaNasional,Surabaya,1988,hlm.3.
26PeterMahmudMarzuki,PenelitianHukum,PrenadaMedia,Jakarta,2005,hlm.35.
27 JujunS.Suriasumantri,SebuahPengantarPopuler,PustakaSinarHarapan,Jakarta,
1999,hlm.34.
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dalam penelitaninimetodependekatanyuridis-normatif.

Pendekatan yuridis-normatif digunakan dalam upaya melakukan

analisisdatayangdidasarkanpadaasas-asashukum dankeseluruhan

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah

pengenaanbeameteraidiIndonesia.Dengandemikianberdasarkanobjek

penelitiandiatas,penelitianinidikategorikansebagaipenelitianhukum

normatif(legalresearch).

Spesifikasipenelitianinimenggunakanmetodepenelitiandeskriptif

analisis,yaknimetode yang menggambarkan ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan teorihukum dan implementasinya

menyangkutdalam masalahpenelitianiniyangkemudianuntukdisusun,

dijelaskan,dandianalisis.

2. TeknikPenelitian

a. StudiKepustakaan

Studikepustakaanadalahpenelitiansumberdataterhadapdokumen-

dokumenatauinformasi-informasiyangberhubungandenganpenelitian

iniberupa sumberbacaan dariberbagailiteratur,agarmendapatkan

landasan teoritisdan memperoleh informasidalam bentukketentuan-

ketentuanformaldandata-datamelaluinaskahyangada.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh
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keteranganlisangunamencapaitujuantertentu.28 Sertadapatdiartikan

juga bahwa wawancara adalah tanya jawab secara langsung dengan

respondendannarasumber.Yangdimaksudrespondendannarasumber

adalahKantorPelayananPajakPratamaBandungCicadasdanDirektorat

JenderalPajakKementerianKeuanganRI.Teknikyangdilakukandalam

wawancaraadalahwawancaraterstrukturdanbebasdenganmenyiapkan

bahan pertanyaan sehubungan dengan permasalahan yang ada dan

penulisjugamengembangkanpertanyaanlainyangberhubungandengan

permasalahanyangakanditeliti.

28RonnyHanitijoSoemantri,MetodologiPenelitianHukum,Ghalia,Jakarta,1994,hlm.
144.
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3. JenisData

Tahapanpenelitianlebihlanjutuntukmendukungdanmelengkapidata

sekunderyangtelahdiperolehmelaluipengumpulandata.Sejalandengan

metode pendekatan yaitu yuridis normatif,maka data yang diperoleh

melaluistudiatau penelitian kepustakaan (library research)dengan

mengkajiperaturan perundang-undangan sertaliteraturyang berkaitan

denganobjekpenelitianyangmeliputibahanprimerdantersier.

a. Bahanhukum primeradalahadalahdatayangdiperolehdaristudi

kepustakaandenganmencatatbahan-bahanhukum yangberkaitan

denganpenelitianskripsiini.Bahanhukum primerdalam penelitianini

yaituberupaperaturanperundang-undangan,buku-buku,open-source,

jurnal,karyatulisilmiahbaikskripsi,tesis,ataupundisertasi,serta

makalahyangberkaitandenganpenelitianpenelitianini.

b. Bahan hukum sekundermerupakan data yang diperoleh secara

langsung darisumbernya,yaitu hasildata yang diperoleh melalui

wawancaradanobservasi.Bahanhukum sekunderyaitubahanhukum

berupa keterangan-keterangan dariahliyang erat hubungannya

denganbahanhukum primerdandapatmembantumenganalisisdan

memahamibahanhukum primer.

c. Bahan hukum tersier,adalah bahan yang memberikan petunjuk

maupunpenjelasanbagibahanprimerdansekunderyaitu,Kamus

BesarBahasaIndonesia,kamushukum,danensiklopediahukum.
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4. SumberData

Data-datayangdikumpulkandalam penelitianinidiperolehdaritahap-

tahapan,antaralainsebagaiberikut:

1) Undang-UndangDasarNegaraRepublikIndonesiaTahun1945

2) KitabUndang-UndangHukum Perdata(BurgerlijkWetBoek)

3) Undang-UndangNomor13Tahun1985tentangBeaMeterai

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan

TransaksiElektroniksebagaimanamengalamiPerubahankeduayaitu

Undang-UndangNomor19Tahun2016

5) PeraturanPemerintahNomor24Tahun2000tentangPerubahanTarif

BeaMeteraiDanBesarnyaBatasPengenaanHargaNominalYang

DikenakanBeaMeterai

6) PeraturanMenteriKeuanganNomor70/PMK.03/2014TentangTata

CaraPemeteraianKemudian

5. PengolahanData

Pengolahandatadilakukandengancarapengumpulan,pemilahan,dan

penyusunan data yang diperoleh atau melakukan pengecekan ulang

terhadaphasilpenelitiansehinggadatayangdipergunakanbenar-benar

relevandenganjuduldandapatmelahirkansuatukesimpulan.
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6. AnalisisData

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang

dilakukan,makapenganalisaandatadilakukanolehpenulisdengancara

kualitatif.Dimanapenulisakanmempelajarihasilpenelitianbaikberupa

data primermaupun data sekunderyang kemudian dijabarkan dalam

bentukkalimatyangdisusunsecarasistematisdandatatabelatauangka-

angkahanyasebagaidatapendukung.


